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ABSTRAK 

 

M. Lutfhi Farras, (2024): Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 

Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Rehabilitasi Sosial Pada Pelayanan 

Sentra Abiseka Pekanbaru Terhadap Anak 

Terlantar 

 

Penelitian Skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan terkait 

kinerja pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar. Karena 

masih banyak ditemukan bahwa anak terlantar di Sentra Abiseka Pekanbaru 

belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang diberikan, sehingga 

kenyataan yang terjadi di lapangan bertentangan dengan isi Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Tujuan penelitian 

ini bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pada Sentra Abiseka 

Pekanbaru dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak terlantar. 

Jenis penelitian ini adalah sosiologis hukum dengan pendekatan yang 

bersifat kualitatif. Penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Jalan 

Khayangan, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota 

Pekanbaru, Provinsi Riau, Sentra Abiseka Pekanbaru. Informan penelitian terdiri 

dari Informan Kunci sebagai Jabatan Peksos Ahli Muda Sentra Abiseka 

Pekanbaru, Informan Utama sebagai Jabatan Peksos Pelaksana Pemula Sentra 

Abiseka Pekanbaru dan Informan tambahan anak terlantar dibina Sentra Abiseka 

Pekanbaru serta anak terlantar tidak dibina Sentra Abisseka Pekanbaru. Sumber 

data yang digunakan adalah data primer berupa data yang diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan pihak Sentra Abiseka Pekanbaru dan anak terlantar, 

serta data sekunder berupa data yang diperoleh dari Peraturan Undang-Undang 

dan Peraturan Menteri Sosial. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data penelitian ini 

adalah analisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan pada Sentra 

Abiseka Pekanbaru dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak terlantar seperti 

bimbingan kesehatan, bimbingan fisik, bimbingan pendidikan dan bimbingan 

keterampilan belum optimal. Sedikitnya variasi dalam program pendidikan dan 

keterampilan yang diberikan membuat anak terlantar di Sentra Abiseka Pekanbaru 

kurang tertarik dan bingung untuk menentukan minat bakat sesuai dengan 

kebutuhan yang di inginkan. Peralatan yang mendukung kegiatan program 

keterampilan, ada yang tidak bisa dipakai karena banyak alat yang sudah tua dan 

rusak sehingga tidak cukup dengan jumlah orang yang mengikuti kegiatan 

program keterampilan. Pelaksanaan pelayanan pada Sentra Abiseka Pekanbaru 

terhadap anak terlantar belum berjalan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 

Tahun 2022. Hambatan dalam penelitian ini meliputi sumber daya manusia, 

tenaga pengajar, sarana dan prasarana. 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pelayanan, Anak Terlantar 



 
 

ii 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, segala puji bagi hanya milik Allah SWT. Yang 

melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis dan kepada seluruh hamba-

hambanya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi 

Muhammad SAW yang berjasa besar dengan segenap pengorbanan beliau yang 

berhasil mengantarkan umat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT. Skripsi 

ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam 

penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai 

pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu 

selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Kepada Orang Tua Saya, Ayahanda Prasurya Dharma Rasyid Zein dan 

Ibunda saya Riau Suryani Nasution yang selalu mendoakan, memberikan 

kasih sayang, cinta dan dukungan serta memberikan motivasi dan 

pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi ini. 

2. Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Kepada Bapak Dr, Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 



 
 

iii 

4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Kepada Ibuk Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Kepada Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing 

satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan 

skripsi ini. 

7. Kepada Bapak Mohd. Kastulani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing dua 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan 

bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. 

8. Kepada Bapak/Ibuk Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya 

selama penulis mengikuti perkuliahan di Prodi Imu Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Kepada Seluruh pegawai terkhususnya Kepala dan pekerja sosial Sentra 

Abiseka Pekanbaru. 

10. Untuk Semua Keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi 

perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kelemahan dalam menuntut ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran 

yang membagi dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya 



 
 

iv 

pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada 

pembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT selalu membalas 

kebaikan kita semua. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

 

 

Pekanbaru, 10 Juli 2024 

Penulis 

 

 

 

M. LUTFHI FARRAS 

12020713538 

  



 
 

v 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK .................................................................................................  i 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  ii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  v  

BAB I  PENDAHULUAN ...................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah .....................................................  1 

B. Batasan Masalah .................................................................  9 

C. Rumusan Masalah ..............................................................  10 

D. Tujuan Penelitian ................................................................  10 

E. Manfaat Penelitian ..............................................................  11 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA .........................................................  12 

A. Kerangka Terori .................................................................  12 

1. Teori Kebijakan Hukum ...............................................  12 

2. Teori Pelayanan Prima .................................................  14 

3. Teori Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak ......  15 

B. Penelitian Terdahulu ..........................................................  19 

BAB III  METODE PENELITIAN ......................................................  22 

A. Jenis Penelitian ...................................................................  22 

B. Pendekatan Penelitian ........................................................  22 

C. Lokasi Penelitian ................................................................  23 

D. Informan Penelitian ............................................................  23 

E. Data dan Sumber Data ........................................................  25 

F. Teknik Pengumpulan Data .................................................  27 

G. Analisis Data ......................................................................  28 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................  29 

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 

2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi 

Sosial Pada Pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru 

Terhadap Anak Terlantar ...................................................  29 



 
 

vi 

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Rehabilitasi Sosial Pada Pelayanan Sentra Abiseka 

Pekanbaru Terhadap Anak Terlantar ..................................  56 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN ..............................................  60 

A. Kesimpulan .........................................................................  60 

B. Saran ...................................................................................  61 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional dalam 

pembangunannya salah satunya adalah mencapai kesejahteraan dalam materil dan 

spiritual yang merata bagi kehidupan manusia. Pembangunan dapat terlaksana 

dengan baik apabila dapat membangun potensi manusia terlebih dahulu, 

membangun potensi manusia ini dimulai sejak usia dini sampai dewasa. Dimulai 

dari anak yang merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa serta 

berperan sebagai penerus generasi selanjutnya di masa mendatang.
1
 Hal diatas 

dapat diartikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berkomitmen 

dalam menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan 

terhadap fakir miskin dan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.
2
 

Hak-hak anak merupakan Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 34 

menyatakan: 

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".
3
  

Anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa: 

                                                           

1
 Karti Kartono, Patologi Sosial Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 35. 
2
Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi 

Pemerintah  di Bidang  Perlindungan Hak Anak”, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 5., No. 2., 

(2013), h. 118. 
3
 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran 

Negara Tahun 1945 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1959, Pasal 34. 
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“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, 

baik mental, fisik, spritual, dan sosial”.
4
 

 

Terlantar berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, 

terbengkalai, dan tidak terurus.
5
 Bentuk anak terlantar pada umumnya ditemukan 

dalam kondisi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan 

yang memadai, pemaksaan anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, 

buruh pabrik, Pembantu Rumah Tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan 

lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.
6
  

Anak Terlantar ini spesifik dimaksudkan yaitu Street Children, atau anak 

jalanan (anjal). Menurut Dapertemen Sosial Republik Indodonesia, anjal yaitu 

anak-anak yang menghabiskan sebahagian besar waktunya dijalanan dan tempat-

tempat umum lainnya untuk mencari nafkah. Anak jalanan memiliki ciri-ciri usia 

5-18 tahun, berkeliaran dijalanan, mendominasi berpenampilan kusam serta 

pakaian yang tidak layak, mobilitasnya tinggi. Sebenarnya anak jalanan yaitu 

anak-anak yang terkucilkan serta tersisih dan tidak mendapatkan kasih sayang. 

Agar dapat bertahan hidup, anak-anak jalanan umumnya melakukaan pekerjaan 

informal yaitu sebagai pedagang asongan, mengamen di peratapan lampu merah, 

atau tempat ditempat keramaian.
7
  

Keberadaaan gepeng dan anak jalanan dianggap menjadi masalah sosial 

yang yang menggangu dan meresahkan masyarakat. Sebagian masyarakat 

menganggap gepeng dan anak jalanan sebagai orang-orang dengan citra negative, 
                                                           

4
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 6. 
5
 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1976), Cet. Ke-5, h. 564. 
6
 Abu Harairah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa, 2006), h. 55. 

7
 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 199. 
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serta dapat mengganggu ketertiban, keindahan, kesusilaan, kebersihan dan 

ketentraman masyarakat.
8
 

Pelayanan sosial dalam arti luas merupakan setiap pelayanan yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia, sedangkan arti 

sempitnya pelayanan yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang kurang 

tidak beruntung.
9
 Pelayanan sosial merupakan salah satu upaya yang tepat untuk 

memperbaiki keberfungsian sosial masyarakat. Pemerintah akan lebih terfokus 

untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak terlantar dengan wadah atau 

tempat tersebut yaitu Sentra Abiseka Pekanbaru bersama (Kemensos RI) 

Kementrian Sosial Republik Indonesia yang berlokasi tepatnya di Jalan 

Khayangan No. 160 Kelurahan Meranti, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota 

Pekanbaru, Provinsi Riau. 

Sentra Abiseka Pekanbaru didirikan pada tahun 1979 diatas tanah seluas 

12.610 m
2
. Awal mula didirikan pada tahun 1979, Sentra Abiseka saat itu masih 

merupakan panti yang melayani anak-anak terlantar dan belum melayani (ABH) 

Anak Berhadapan Hukum, sampai pada Tahun 2011 dimana mulai mendirikan 

tempat perlindungan sosial anak. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Konveksi 

Hak Anak yang mana semakin banyaknya isu-isu penelantaran, kekerasan 

terhadap anak, dan yang berkaitan dengan perlindungan anak lainnya. Di tahun 

itu, juga banyak kasus terkait dengan terorisme. Pelayanan terhadap ABH mulai 

menjadi fokus layanan sejak 2019 seiring dengan perubahan nomenklatur dari 

                                                           
8
 Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, “Identifikasi Permasalahan 

Gelandangan Dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis”,  Jurnal 

Ilmiah Psikologi, Volume 7., No. 1., (2016), h. 31. 
9
 Ummu Salamah, Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Insan Akademika, 

2012), h. 15. 
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Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai, menjadi Balai Rehabilitasi Sosial 

Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dan 

pada 2021 berubah kembali menjadi Sentra Abiseka Pekanbaru dengan sasaran 

layanan yang lebih luas lagi yaitu seluruh klaster permasalahan sosial mulai dari 

anak, lansia, disabilitas, dan kelompok rentan serta korban bencana alam. 

Sentra Abiseka Pekanbaru merupakan salah satu bentuk dari (LPKS) 

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Penerima pelayanan sosial 

merupakan hasil dari Intervensi serta tanggapan kasus yang dilakukan oleh (UPT) 

Unit Pelaksana Teknis dari Sentra Abiseka Pekanbaru di tengah masyarakat. 

Dengan ini tentunya Sentra Abiseka Pekanbaru dalam menyelenggarakan 

kesejahteraan sosial bagi anak merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 22 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  yang 

menyatakan bahwa:  

“Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya 

disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang 

melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.”
10

 

 

Sudah saatnya Negara yang diwakili oleh Pemerintah juga melindungi Hak 

Anak. Sentra Abiseka Pekanbaru yang menjalankan tugas perlindungan anak yang 

dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari ketelantaraan, eksploitasi, dan 

kekerasan. Sentra Abiseka Pekanbaru juga berkewajiban dan bertanggung jawab 

dalam melindungi Hak Anak merupakan amanah Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan anak yang 

menyatakan: 

                                                           
10

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 

Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Pasal 1 Ayat 22. 
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Pasal 59 Ayat (1) 

“(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya     

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan 

Khusus kepada Anak.” 

 

Pasal 59 Ayat (2) 

 

“(2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 

diberikan kepada: 

a. Anak dalam situasi darurat; 

b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 

d.  Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual; 

e. Anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 

f. Anak yang menjadi korban pornografi; 

g. Anak dengan HIV/AIDS; 

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdangan; 

i. Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis; 

j. Anak korban kejahatan seksual; 

k. Anak korban terorisme; 

l. Anak penyandang disabilitas 

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait 

dengan kondisi orangtuanya.”
11

 

 

Kesejahteraan sosial berguna untuk menjamin kehidupan dan kebutuhan 

anak yang terganggu kesejahteraan sosialnya, bahkan Sentra Abiseka Pekanbaru  

diharapkan menjadi pusat pengembangan bagi anak-anak. Dalam hal ini Sentra 

Abiseka Pekanbaru merupakan lembaga yang memberikan perlindungan, 

pelayanan, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 

bagi anak terlantar. Dengan adanya pelayanan sosial yang diberikan dan program 

dalam mengembangkan potensi diri bagi anak sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan yang dilakukan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru akan terlaksana dengan 

                                                           
11

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 Ayat 

1 dan 2. 
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baik dan tujuan dari program yang telah dibuat akan berjalan secara maksimal 

untuk meningkatkan proses kinerja pelayanan pada Sentra Abiseka Pekanbaru. 

Dalam upaya memberikan perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial 

bagi anak-anak terlantar. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai 

regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 

(1), Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa: 

Pasal 1 ayat (1) 
 
“Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi 
Sosial yang selanjutnya disebut UPT merupakan unit pelaksana teknis di 
bidang rehabilitasi sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial”. 

 
Pasal 2 

 
“UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:  

1. Sentra Terpadu; dan  
2. Sentra.” 

  
Pasal 8  

 
“Sentra sebagaima dimaksud dalam pasal 2 huruf b mempunyai tugas 
melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial.” 

 
Pasal 9 ayat (1) 

 
“(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 

Sentra menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran; 
b. pelaksanaan fasilitasi akses;  
c. pelaksanaan asesmen;  
d. pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;  
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi    

sosial; 
f. pemetaan data dan informasi; 
g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan  
h. pelaksanaan urusan tata usaha.” 12 

                                                           
12

 Menteri Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Pasal 2, 

Pasal 3, dan Pasal 4. 
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Menurut Lisdawati, S.Sos., bahwa adanya beberapa masalah kurangnya 

pemahaman regulasi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 pada 

kalangan petugas dan tenaga pengajar, sehingga tidak optimal berjalannya 

regulasi tersebut dalam memberikan pelayanan terhadap anak terlantar. 

Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai mempengaruhi 

kenyamanan dan kesehatan anak-anak yang tinggal di Sentra Abiseka Pekanbaru. 

Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, serta kurangnya dukungan 

partisipasi keluarga, masyarakat dan kerja sama antara pemerintah dengan Sentra 

Abiseka Pekanbaru mempengaruhi kebutuhan yang ada di dalamnya.
 13

 

Menurut Agus, permasalahan anak timbul karena keluarga tidak mampu 

memberikan pengasuhan dan perawatan dengan baik. Sehingga pelayanan 

rehabilitasi sosial terhadap anak mengedepankan prinsip bahwa anak adalah 

korban, terlepas dari status hukumnya sebagai pelaku, saksi, atau korban.
14

 

Sedangkan menurut David, bahwa masalah yang terjadi sering tidak 

memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap 

eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan. Namun, tidak sepenuhnya 

mendapatkan pelayanan yang diberikan terhadap anak terlantar, baik dari 

pemerintah atau lembaga Sentra Abiseka Pekanbaru. Kurangnya nurtrisi 

kesehatan, dan pendidikan yang diberikan terhadap anak terlantar, mengakibatkan 

kurangnya pemahaman pendidikan seperti anak sekolah pada umumnya dan 

                                                           
13

 Lisdawati, S.Sos., Peksos Ahli Muda Sentra Abiseka Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 

5 Juli 2024. 
14

 Humas Sentra Abiseka Pekanbaru, “Terkesan Dengan Pelayanan Terhadap Anak 

Berhadapan Hukum, SPN Polda Riau Kunjungi Sentra Abiseka” artikel dari 

https://kemensos.go.id/terkesan-dengan-pelayanan-terhadap-anak-berhadapan-hukum-spn-polda-

riau-kunjungi-sentra-abiseka. Diakses pada 25 Mei 2024. 

https://kemensos.go.id/terkesan-dengan-pelayanan-terhadap-anak-berhadapan-hukum-spn-polda-riau-kunjungi-sentra-abiseka
https://kemensos.go.id/terkesan-dengan-pelayanan-terhadap-anak-berhadapan-hukum-spn-polda-riau-kunjungi-sentra-abiseka
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mempengaruhi kesehatan fisik dan sering kali terlihat dari kondisi tubuh yang 

kurus dan lemah.
15

 

Jadi, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pelayanan program rehabilitasi sosial 

terhadap anak terlantar. Sentra Abiseka Pekanbaru sangat penting dalam 

menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-

anak. Anak terlantar merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan 

perhatian khusus, mengingat mereka sering menghadapi masalah, baik dari segi 

fisik, psikologis, kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Anak terlantar merupakan 

salah satu isu sosial yang mendesak perhatian Sentra Abiseka Pekanbaru. Mereka 

adalah anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan 

perlindungan yang seharusnya mereka terima dari keluarga dan lingkungan 

sekitar.  

Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Rehabilitasi Sosial, khususnya pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru 

terhadap anak terlantar masih menghadapi beberapa masalah. Hal ini 

mengakibatkan pelaksanaan pelayanan yang diberikan Sentra Abiseka Pekanbaru 

terhadap anak terlantar belum optimal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang 

ada didalamnya. Sentra Abiseka Pekanbaru sebagai salah satu (UPT) Unit 

Pelaksana Teknis diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan 

pelayanan yang optimal bagi anak terlantar. Namun, kenyataan yang terjadi di 

                                                           
15

 David, Anak Terlantar Tidak di bina Sentra Abiseka Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 

7 Juli 2024. 
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lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat masalah antara tujuan yang 

diharapkan dengan pelaksanaan yang terjadi. Bahwa upaya yang dilakukan oleh 

Sentra Abiseka Pekanbaru dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada pelayanan yang 

diberikan terhadap anak terlantar tentunya belum optimal dan belum berjalan 

sesuai dengan regulasi tersebut.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi 

Sosial pada Pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap Anak 

Terlantar”. 

B. Batasan Masalah  

Berrdasarkan dari latar berlakang masalah diatas maka penulis mermbatasi 

pernerlitian ini merngernai pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada perlayanan Serntra Abiserka Perkanbarur 

terhadap anak terlantar, yang merncakurp terntang program layanan rerhabilitasi 

sosial yang diberrikan terhadap anak terrlantar. Batasan masalah dalam Pernerlitian 

ini berrturjuran urntu rk merngertahuri pelaksanaan regulasi tersebut. Batasan masalah ini 

dibatasi pada Serntra Abiserka Perkanbarur, dan tidak merncakurp Serntra Abiserka kota 

ataur provinsi lainnya. 
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C. Rumusan Masalah 

Berrdasarkan dari latar berlakang diatas, maka pernurlis bisa mermertik berberrapa 

pokok perrmasalahan dalam pernerlitian ini yaitur: 

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada pelayanan Sentra Abiseka 

Pekanbaru terhadap anak terlantar? 

2. Apa yang menjadi hambatan dalam perlaksanaan Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 

pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar? 

D. Tujuan Penelitian 

Berrdasarkan rurmursan masalah diatas maka pernerliti mermiliki turjuran 

pernerlitian serbagai berrikurt:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial pada pelayanan 

Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 

pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar. 
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E. Manfaat Penelitian  

Tiap pernerlitian harurs diyakini kergurnaannya bagi permercahan masalah yang 

diterliti. Manfaat dari  pernerlitian ini  dapat dilihat dari  berberrapa sergi yaitur: 

1. Manfaat Teroritis  

Serbagai bahan informasi bagi permerrintah urnturk merngatasi kerndala-

kerndala yang mernghambat dalam perlaksanaan perlayanan pada Serntra 

Abiserka Perkanbarur terhadap anak terrlantar. 

2. Manfaat Praktis  

Serbagai bahan acuran urnturk merngertahuri dalam mernyermpurrnakan 

pelaksanaan perlayanan pada Serntra Abiserka Perkanbarur terhadap anak 

terrlantar. 

3. Manfaat Akadermis  

Serbagai salah satur syarat urnturk mermperrolerh gerlar Sarjana Hurkurm 

(SH) pada fakurltas syariah dan hu rkurm Urniverrsitas Islam Nergerri Surltan 

Syarif Kasim Riaur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Terori Kerbijakan Hurkurm 

Sercara terrminologi kerbijakan berrasal dari istilah policy (Inggris) ataur 

politierk (Berlanda). Terrminologi terrserburt dapat diartikan serbagai prinsip 

prinsip urmurm yang berrfurngsi urnturk merngarahkan permerrintah (terrmasurk 

pernergak hurkurm) dalam merngerlola, merngaturr ataur mernyerlersaikan urrursan-

urrursan purblik, masalah-masalah masyarakat ataur bidang-bidang 

pernyursurnan perraturran perrurndang-urndangan dan merngalokasikan 

hurkurm/perraturran dalam suratur turjuran urmurm yang merngarah pada urpaya 

merwurjurdkan kerserjahterraan dan kermakmurran masyarakat warga Nergara.
16

 

Masalah pernanggurlangan kerjahatan di masyarakat, ternturnya tidak dapat 

dipisahkan dari konterks permbicaraan merngernai kerbijakan pernal. 

Kerbijakan pernal pernal policy dapat diartikan serbagai ursaha yang rasional 

urnturk mernanggurlangi kerjahatan derngan mernggurnakan sarana hurkurm 

pidana.
17

 

Istilah kerbijakan pernal mermpurnyai perngerrtian yang sama derngan 

istilah kerbijakan hurkurm pidana criminal law policy dan politik hurkurm 

pidana strafrerchtspolitierk. Olerh karerna itur, pernggurnaan kertiga istilah 

                                                           
16

 Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Perspektif  Teoritis dan Praktik, (Bandung: PT. Alumni, 

2008), h. 389. 
17

 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), 

h. 29. 
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terrserburt dalam bidang permikiran merngandurng arti yang sama.
18

 Berrtolak 

dari kerdu ra istilah asing terrserburt, maka istilah kerbijakan hurkurm pidana 

dapat purla diserburt derngan politik hurkurm pidana. Dalam kerpurstakaan asing 

istilah politik hurkurm pidana ini dikernal derngan berrbagai istilah, antara lain 

pernal policy, criminal law policy ataur strafrerchtspolitierk.
19

  

Perngerrtian kerbijakan ataur politik hurkurm pidana dapat dilihat dari 

politik hurkurm maurpurn politik kriminal. Mernurrurt Surdarto, “Politik 

Hurkurm” adalah:
20

 

a. Ursaha urnturk merwurjurdkan perraturran-perraturran yang baik sersurai 

derngan keradaan dan siturasi pada suratur saat. 

b. Kerbijakan dari nergara merlaluri badan-badan yang berrwernang 

urnturk mernertapkan perraturran-perraturran yang dikerherndaki yang 

diperrkirakan bisa digurnakan urnturk merngerksprersikan apa yang 

terrkandurng dalam masyarakat dan urnturk merncapai apa yang 

dicita-citakan. 

Berrtolak dari perngerrtian dermikian Surdarto serlanjurtnya mernyatakan, 

bahwa merlaksanakan politik hurkurm pidana berrarti merngadakan permilihan 

urnturk merncapai hasil perrurndang-urndangan pidana yang paling baik dalam 

arti mermernurhi syarat keradilan dan daya gurna. Dalam kersermpatan lain 

berliaur mernyatakan, bahwa merlaksanakan politik hurkurm pidana berrarti, 

ursaha merwurjurdkan perraturran perru rndang-urndangan pidana yang sersurai 

                                                           
18

 Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, (Yogyakarta: Universitas 

Islam Indonesia Press, 2014), h. 14. 
19

Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan 

Penyalahgunaan Komputer, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya press, 1999), h. 10. 
20

 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Alumni, 1981),  h. 159. 
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derngan keradaan dan siturasi pada su ratur waktur dan urnturk masa-masa yang 

akan dating.
21

 

2. Terori Perlayanan Prima 

Derfinisi perlayanan prima serrvicer erxcerllerncer mernurrurt Barata yaitur 

kerperdurlian kerpada perlanggan derngan mermberrikan layanan terrbaik urnturk 

mermfasilitasi kermurdahan permernurhan kerburturhan dan merwurjurdkan 

kerpurasannya, agar merrerka serlalur loyal kerpada perlanggan terrdiri dari 6 

urnsurr pokok, antara lain kermampuran (ability), sikap (attiturder), pernampilan 

(apperarancer), perrhatian (atterntion), tindakan (action), tanggurng jawab 

(accournttability).
22

 

Mernurrurt Surtopo dan Surryanto mernergermurkakan perndapat perlayanan 

prima bahwa perlayanan prima merrurpakan terrjermahan dari istilah Erx-

cerllernt Serrvicer yang sercara harfiah berrarti perlayanan yang sangat baik dan 

ataur perlayanan terrbaik. Diserburt sangat baik ataur terrbaik, karerna sersurai 

derngan standar perlayanan yang berrlakur ataur dimiliki olerh instansi yang 

mermberrikan perlayanan. Apabila instansi perlayanan berlurm mermiliki 

standar perlayanan, maka perlayanan diserburt serbagai sangat baik atau r 

terrbaik ataur akan mernjadi prima, manakala dapat ataur mampur mermuraskan 

pihak yang dilayani perlanggan. Jadi perlayanan prima dalam hal ini sersurai 

derngan harapan perlanggan.
23

  

                                                           
21

 Ibid, h. 161. 
22

 Barata dan Atep Adya, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, (Jakarta: PT. Elek Media 

komputindo, 2003), h. 27. 
23

 Sutopo, et.al., Pelayanan Prima, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia, 2003), h. 4. 
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Kuralitas perlayanan merrurpakan tingkat kerurnggurlan yang diharapkan 

dan perngerndalian atas tingkat kerurnggurlan terrserburt mermernurhi keringinan 

masyarakat. Mernurrurt Goertsch dan Davis dirurmurskan bahwa kuralitas 

perlayanan serbagai “suratur kondisi dinamis yang berrhurburngan derngan 

produrk, jasa, manursia, prosers dan lingkurngan yang mermernurhi ataur bahkan 

murngkin merlerbihi harapan”.
24

 

3. Terori Perrlindurngan Hurkurm Perrermpu ran Dan Anak 

Perrlindurngan adalah sersuratur yang merlipurti kergiatan yang berrsifat 

langsurng dan tidak langsurng dari tindakan yang mermbahayakan anak 

sercara fisik ataur psikis.
25

 Mernurrurt Wiyono perrlindurngan adalah suratur 

bernturk perlayanan yang wajib dilaksanakan olerh aparat pernergak hokurm 

ataur aparat keramanan urnturk mermberrikan rasa aman. Baik fisik maurpurn 

merntal.
26

 Anak  dan  perrermpuran  mernjadi mayoritas  korban  karerna  

dianggap serbagai makhlurk  yang  lermah.
27

 

Perrlindurngan anak dan perrermpuran adalah perrlindurngan terrhadap 

hak-hak anak dan perrermpuran berrurpa perngaturran dalam perrurndang-

urndangan dan produrk-produrk hurkurm lainnya. Serlanjurtnya adalah 

Pernergakan hurkurm terrhadap pernyerlernggaraan terrhadap hak-hak perrermpuran 

dan anak yang diaturr dalam urndang-urndang maurpurn produrk-produrk 

                                                           
24

 Amin Ibrahim, Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Impelementasinya, (Makassar: 

CV. Mandar Maju, 2008), h. 22. 
25

 Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 

27. 
26

 Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2006), h. 98. 
27

 Elizabeth Siregar, et.al., “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan 

Hukum”, Jurnal Hukum Progresif, Volume 14., No. 1., (2015), h. 3. 
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hurkurm lainnya. Jadi, tidak curkurp hanya jaminan perrlindurngan dalam 

aturran-atu rran hurkurm yang ada, tapi tak kalah perntingnya adalah komitmern 

kurat urntu rk mermimplerntasikan perrlindurngan terrserburt dalam pernergakan 

hurkurm olerh aparat pernergak hurkurm.  

Perrlindurngan terrhadap perrermpuran dan anak merrurpakan hak asasi 

yang haru rs diperrolerh serbagaimana hak terrserburt dijamin dalam Pasal 27 

ayat (1) Urndang-Urndang Dasar 1945, bahwa sertiap warga nergara 

berrsamaan kerdurdurkannya didalam hurkurm dan permerrintahan dan wajib 

mernjurnju rng hurkurm dan permerrintahan itur derngan tidak ada kercu ralinya. Hal 

ini mernurnjurkkan bahwa tidak ada perrberdaan kerdurdurkan didalam hurkurm 

dan permerrintahan bagi sermura warga Nergara, baik perrermpuran, laki-laki, 

derwasa dan anak-anak urnturk merndapatkan perrlindurngan hurkurm.
28

 

Urpaya perrlindurngan perrermpuran purn terrurs berrgurlir, berberrapa waktur 

kermurdian Permerrintah merlakurkan permbernturkan Mernterri Mu rda Urrursan 

Perningkatan Perran wanita pada tahurn 1978 yang kermurdian diurbah mernjadi 

Mernterri Nergara UrPW. Saat ini dikernal derngan Kermerntrian Permberrdayaan 

Perrermpuran dan Perrlindurngan Anak. Berrdasarkan permaparan diatas, 

landasan Hurkurm Nasional perrlindurngan perrermpuran terrmasurk dalam 

berrbagai perraturran perrurndang-urndangan, antara lain adalah serbagai 

berrikurt:
29

 

 

                                                           
28

 Asmi, Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia Pendekatan 

Integratif, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 83. 
29

 Ibid, h. 87. 
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a. Urndang-Urndang Dasar Rerpurblik Indonersia Tahurn 1945 

b. Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 1 Tahurn 1974 

terntang Perrkawinan 

c. Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 7 Tahurn 1984 

terntang  Perngersahan Konvernsi merngernai Pernghapu rsan Sergala 

Bernturk Diskriminasi terrhadap Perrermpuran 

d. Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 39 Tahu rn 1999 Hak 

Asasi Manursia 

e. Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 23 Tahurn 2004 

terntang Pernghapursan Kerkerrasan Dalam Rurmah Tanggan  

(PKDRT) 

f. Inprers Nomor 9 Tahurn 2000 Perngarurstamaan Gernderr dalam 

Permbangurnan Nasional. 

Serdangkan merngernai perrlindu rngan anak, dapat digambarkan bahwa 

Indonersia serbagai bagian dari PBB terlah mernyatakan diri serbagai Nergara 

pihak Konvernsi PBB terntang hak anak serjak agursturs 1990. 

Konserkwernsinya, Indonersia harurs merngerhormati dan mernjamin hak anak 

tanpa diskriminasi dalam wilayah hu rkurm Rerpurblik Indonersia. Serlanjurtnya 

pada tanggal 26 Oktoberr 1998, dibernturklah Komisi Nasional Perrlindurngan 

Anak (Komnas PA) atas prakasa Derpartermern Sosial Rerpurblik Indonersia, 

tokoh masyarakat, Perrgurruran Tinggi, Organisasi permerrintah dan non 

Permerrintah, merdia massa kalangan profersi serrta durkurngan Urnicerf.  



18 

 

 

Derngan Dermikian, landasan hu rkurm perrlindurngan anak dalam hurkurm 

nasional adalah serbagai berrikurt:
30

 

a. Urndang-Urndang Dasar Nergara Rerpurblik Indonersia Tahurn 1945. 

b. Urndang-Urndang Nomor 39 Tahurn 1999 terntang Hak Asasi 

Manursia.  

c. Urndang-Urndang Nomor 23 Tahurn 2002 Terntang Perrlindurngan 

Anak 

d. Urndang-Urndang Noomor 35 Tahurn 2014 Terntang Perrurbahan atas 

Urndang-Urndang Nomor 23 Tahurn 2002 Terntang Perrlindurngan 

Anak. 

e. Urndang-Urndang Nomor 11 Tahurn 2012 Terntang Sisterm 

Perradilan Pidana Anak. 

f. Urndang-Urndang Perrkawinan Nomor 1 Tahurn 1974 Terntang 

Perrkawinan. 

g. KUrHP (Kitab Urndang-Urndang Hurkurm Pidana). 

h. Urndang-Urndang Perngadilan Anak Nomor 3/1997. 

Kerwajiban nergara dalam merlakurkan perrlindurngan terrhadap 

perrermpuran dan anak berrada pada pernye rdiaan instrurmernt hurkurm dan 

kerbijakan-kerbijakan stratergis yang bisa mernjamin perrlindurngan hak-hak 

perrermpuran dan anak serrta pernyerdiaan sarana dan prasarana dan ternaga-

ternaga handal serbagai urnsurr pernting dalam merndurkurng perlaksanaan hak-

hak perrermpuran dan anak. Langkah-langkah terrserburt harurs didasarkan pada 

keradilan dan kersamarataan tanpa bolerh ada diskriminasi karerna sertiap 
                                                           

30
 Ibid, h. 122-123. 
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Perrermpuran dan Anak mermiliki hak-hak yang sama harurs dipernurhi olerh 

Nergara. 

B. Penelitian Terdahulu 

Adapurn yang mernjadi terlaah kerpurstakaan terlah dilakurkan berberrapa hasil 

urlasan karya yang berrhurburngan derngan pernerlitian ini yaitur: 

1. Skripsi Yusuf Fadil Akbar, yang berjudul “Perlindungan Negara 

Terhadap Hak Anak Terlantar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak”. Universitas Islam Malang. Tahun 2020. 

Perbedaan dan unsur kebaruan, penelitian sebelumnya merujuk pada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Anak, dan difokuskan pada pendekatan Undang-Undang 

konseptual. Sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian 
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Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan difokuskan pada pelaksanaan 
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2. Rio Arif Mullah, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Dumai 

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak 

Terlantar di Kota Dumai Persepektif Fiqh Siyasah”. Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2023. Perbedaan dan unsur 
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kebaruan, penelitian sebelumnya merujuk pada Peraturan Daerah Dumai 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak 

Terlantar di Kota Dumai, dan difokuskan pada pendekatan Peraturan 

Daerah Kota Dumai dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah 

Kota Dumai  Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Terhadap 

Anak Terlantar di Kota Dumai Persepektif Fiqh Siyasah. Sedangkan 

penelitian yang akan dibahas dalam penelitian penulis merujuk pada 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Rehabilitasi Sosial, dan difokuskan pada pelaksanaan pelayanan Sentra 

Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian penulis membahas tentang anak terlantar.
32

 

3. Indrawati Meliana, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak 

Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia (Studi di Kota Mataram)”. 

Universitas Muhammadiyah Mataram. Tahun 2022. Perbedaan dan unsur 

kebaruan, penelitian sebelumnya merujuk pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

dan difokuskan pada pendekatan Undang-Undang dan konseptual. 

Sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian penulis 

merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 
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Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan difokuskan pada pelaksanaan 

pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar. Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian penulis membahas tentang anak 

terlantar.
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BAB III 

METODE PENELITIAN   

A. Jenis Penelitian 

Pada dasarnya, penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk 

mengumpulkan data untuk tujuan dan keuntungan tertentu. Empat komponen 

penting yang perlu diperhatikan selama proses penelitian adalah jenis penelitian, 

sumber data yang digunakan, tujuan, dan keuntungan.
34

 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan. Sumber informasi utama dari penelitian ini berasal dari berbagai sumber 

pustaka, termasuk membaca dan menganalisis buku dan tulisan yang berkaitan 

dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan hukum empiris atau 

penelitian hukum sosiologis, untuk menyelidiki bagaimana hukum atau peraturan 

berfungsi dalam masyarakat. Akibatnya, data primer yang digunakan dalam 

penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah data yang diperoleh dari 

sumbernya.
35

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pernderkatan pernerlitian ini mernggurnakan pernderkatan kuralitatif. Pernderkatan 

kuralitatif merrurpakan tata cara pernerlitian yang mernghasilkan data derskriptif, yaitur 

apa yang dinyatakan olerh informan sercara terrturlis ataur lisan, dan perrilakur nyata.
36

 

Pernderkatan yang digurnakan dalam pernerlitian ini adalah pernderkatan derngan 

                                                           
34

 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam 
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 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitan, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.1. 
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 Setiono, Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum, (Surakarta: Program Studi 

Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), h. 1. 
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merlihat, mermperlajari, dan mermahami kernyataan dan praktik di lapangan merlaluri 

obserrvasi dan wawancara.
37

  

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini merujuk pada dimana tempat peneliti melakukan studi 

dan pengumpulan data dari informan atau objek penelitian yang sedang diselidiki. 

Dalam konteks ini, penulis melakukan penelitian dilaksanakan di Sentra Abiseka 

Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan urnturk mermberrikan informasi 

terntang siturasi dan kondisi latar pernerlitian. Permanfaatan informan bagi pernerlitian 

ialah agar dalam waktur yang rerlatif singkat banyak informasi yang bernar-bernar 

terrjangkaur.
38

 Serdangkan mernurrurt burrhanurdin informan mermiliki arti lain serbagai 

urmpan balik terrhadap data pernerlitian dalam rangka Cross Cherck data.
39

 Permilihan 

informan dilakurkan derngan mermperrtimbangkan hal-hal yang berrkaitan derngan 

terori yang dikaji dalam pernerlitian ini. Berrikurt perrtimbangan-perrtimbangan yang 

dilakurkan ialah: 

1. Berrserdia mernjadi informan. 

2. Informan merrurpakan orang yang terrlibat langsurng dalam pernyerlersaian 

kasurs yang mernjadi objerk pernerlitian pernurlis. 

                                                           
37

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153. 
38
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3. Pernerliti mermpurnyai kerwernangan dalam mernernturkan siapa saja yang 

mernjadi informan asalkan cocok derngan objerk pernerlitian. 

Perrtimbangan perrtama dalam permilihan informan adalah mermastikan sersurai 

derngan syarat bahwa merrerka berrserdia berrpartisipasi karerna pernerlitian tidak dapat 

dilanjurtkan tanpa kerserdiaan informan. Kermurdia informan harurs individur yang 

terrlibat langsurng dalam pernyerlersaian kasurs yang mernjadi objerk pernerlitian 

serhingga informan dapat mermberrikan pandangan yang lerbih aku rrat. Dalam 

pernerlitian ini terknik perngambilan informan yang digurnakan adalah Purrposiver 

Sampling (perngambilan samperl derngan turjuran terrterntur). Mernurru rt surgiyono 

purrposiver sampling adalah mertoder pernernturan samperl berrdasarkan kriterria 

terrterntur.
40

 

Adapurn informan pernerlitian merlipurti berberrapa macam yaitur serbagai berrikurt: 

1. Informan Kurnci (Kery Informan) merrurpakan merrerka yang merngertahuri 

dan mermiliki berrbagai informasi pokok yang diperrlu rkan dalam 

pernerlitian. 

2. Informan urtama merrurpakan merrerka yang terrlibat langsurng dalam 

interraksi sosial yang diterliti. 

3. Informan tambahan merrurpakan merrerka yang dapat mermberrikan 

informasi walaurpurn tidak langsurng terrlibat dalam interraksi sosial yang 

diterliti. 
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Dalam pernerlitian ini pernurlis mernggurnakan informan kurnci, informan urtama, 

dan informan tambahan yaitur serbagai berriku rt: 

Tabel III. 1 

Informan Penelitian 

 

No. Jernis Informan Nama Keterangan 

 

1. 

 

Informan Ku rnci 

 

Lisdawati, S.Sos 

Peksos Ahli Muda 

Sentra Abiseka 

Pekanbaru 

 

2. 

 

Informan Urtama 

 

Boykasiea, S.Sos 

Peksos Pelaksana 

Pemula Sentra Abiseka 

Pekanbaru 

 

 

3. 

 

 

Informan Tambahan 

 

Hervianda 

 

Anak Terlantar di Bina 

Sentra Abiseka 

Pekanbaru 

 

David 

Anak Terlantar Tidak di 

Bina Sentra Abiseka 

Pekanbaru 

Sumber: Tata Olah Penulis Informan Penelitian 

 

E. Data dan Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang pelu diolah, sehingga meghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang menunjukkan 

fakta. Data juga merupakan kumpulan fakta, angka, atau segala sesuatu yang 

dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk 

menarik suatu kesimpulan.
41

 Adapun didalam penelitian ini beberapa penjelasan 

dari kedua data dan sumber bahan hukum, sebagai berikut: 

Secara garis besar data dibagi kedalam beberapa kelompok, seperti 

kelompok data berdasarkan cara memperolehnya, antara lain sebagai berikut: 

1. Data Primerr merupakan data yang diperrolerh merlaluri wawancara 

langsurng dan derngan pernerlitian sercara langsurng derngan pihak-pihak 
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 Nur Solikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jawa Timur: CV. Penerbit Kiara 

Media, 2019), h. 116. 
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terrterntur. Derngan kata lain Data Primerr merrurpakan data yang diperrolerh 

langsurng dari surbjerk berrurpa hasil wawancara langsurng maurpurn obserrvasi 

sercara langsurng yang berrkaitan derngan jurdurl dan rurmursan masalah 

pernerliti.
42

 

2. Data Serkurnderr merupakan berrfurngsi serbagai perlerngkap ataur perndurkurng 

data primerr. Mernurrurt Soerrjo Soerkamto mernyatakan mernyatakan bahwa 

data serkurnderr merrurpakan data yang antara lain merncakurp dokurmern-

dokurmern rersmi, burkur-burkur, bahkan hasil- hasil pernerlitian yang berrsifat 

laporan Soerrjono Surkamto mernyatakan bahwa data serkurnderr merrurpakan 

data yang antara lain merncakurp dokurmern-dokurmern rersmi, burkur-burkur, 

dan hasil- hasil pernerlitian yang berrwurjurd laporan.
43

 

Secara garis besar terknik perngurmpurlan bahan hurkurm di dalam pernerlitian ini 

adalah serbagai berrikurt: 

1. Bahan hurkurm primerr merrurpakan bahan hurkurm yang berrsifat aurtoritatif, 

yang mana mermpurnyai arti otoritas. Urnturk bahan hurkurm primerr 

terrserndiri mermperlajari terrkait derngan perraturran perrurndang-urndangan. 

2. Bahan hurkurm skurnderr merrurpakan bahan hurkurm yang di perrolerh dari 

burkur-burkur, jurrnal, perndapat para serrjana dan jurga kasurs-kasurs hurkurm 

yang mermperlajari terntang anak terrlantar dan diterrlantarkan.
44
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Persada, 2016), h. 30. 
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F. Teknik dan Pengumpulan Data 

Urnturk mermperrolerh data-data yang diperrlurkan, mertoder perngurmpurlan data 

yang digurnakan adalah: 

1. Obserrvasi yaitur suratur sturdi yang dilakurkan derngan serngaja ataur 

terrerncana dan sistermatis merlaluri pernglihatan ataur perngamatan terrhadap 

gerjala-gerjala spontan yang terrjadi saat itur.
45

 Penulis melakukan 

penglihatan dan pengamatan terhadap kebijakan hukum atas pelayanan 

Sentra Abiseka Pekanbaru kepada anak terlantar berdasarkan Peraturan 

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. 

2. Wawancara yaitur siturasi perran antar pribadi berrtatap murka facer to facer 

kertika serserorang perwawancara merngajurkan perrtanyaan yang dirancang 

urnturk mermperrolerh jawaban-jawaban yang rerlervan derngan masalah 

pernerlitian kerpada serorang rerspondern.
46

 

3. Dokurmerntasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis 

berbagai dokumen tertulis, terutama dalam bentuk arsip dan buku-buku 

yang berkaitan dengan isu penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa 

dokumen public atau dokumen pribadi. Dalam konteks penelitian ini, 

dokumen yang digunakan berasal dari sumber-sumber dokumen yang ada 

di Sentra Abiseka Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 
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 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 64. 
46

 Juliansyaah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah, 

(Jakarta: Kencana, 2011), h. 138. 
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4. Studi pustaka yaitu data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang 

mencakup pemeriksanaan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-

undangan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan 

yang sedang diteliti. 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penafsiran dan pemahaman terhadap data 

penelitian, serta upaya untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teknik analisis deksriptif kualitatif, yang bertujuan untuk 

menggambarkan kejadian, fenomena, dan data-data yang teramati di lapangan 

melalui kata-kata atau tulisan manusia, sesuai dengan realitas yang ada dalam 

konteks penelitian.
47

 Setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah 

upaya penyusunan data untuk mengklarifikasi dan menganalisisnya, dengan 

tujuan menghasilkan kesimpulan dari data tersebut. 
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 Sudirman Denim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h.41. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berrdasarkan hasil pernerlitian merngernai pelaksanaan perlayanan pada Serntra 

Abiserka Perkanbarur terhadap anak terrlantar dapat ditarik kesimpulan serbagai 

berrikurt: 

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada pelayanan Sentra Abiseka 

Pekanbaru terhadap anak terlantar menghadapi beberapa masalah. 

Kurangnya pemahaman petugas dan tenaga pengajar, yang 

mengakibatkan kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas mereka 

dan kurangnya fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai di Sentra 

Abiseka Pekanbaru. Serta kurangnya dukungan partisipasi dari keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pelayanan 

rehabilitasi terhadap anak terlantar, mengakibatkan pelayanan yang 

diberikan menjadi kurang optimal dan belum sepenuhnya berjalan sesuai 

dengan regulasi peraturan tersebut. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada pelayanan 

Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar terhambat oleh faktor-

faktor seperti, Sumber Daya Manusia (SDM), tenaga pengajar, sarana 
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dan prasarana. Sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan rehabilitasi 

terhadap anak terlantar di Sentra Abiseka Pekanbaru dan tentunya 

menjadi kurang optimal. 

B. Saran 

Berrdasarkan hasil dari pernerlitian yang penulis lakurkan, terrdapat berberrapa 

saran yang disampaikan gurna untuk merningkatkan kuralitas pelaksanaan perlayanan 

pada Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar, yaitu serbagai berrikurt: 

1. Diharapkan untuk Serntra Abiserka Perkanbarur agar lerbih mermperrhatikan 

kerburturhan anak terlantar, derngan mermberrikan durkurngan yang lerbih baik 

dalam merningkatkan dan mengelola surmberr daya manursia, ternaga 

perngajar dan mermperhatikan sarana dan prasarana yang kurrang 

mermadai. 

2. Diharapkan untuk anak terrlantar yang surdah diberrikan layanan 

rerhabilitasi sosial olerh Serntra Abiserka Perkanbarur, agar terrurs 

merngermbangkan kemampuan ataur kerterrampilan yang surdah. Serrta bisa 

mernerrapkan program layanan yang surdah diberrikan baik itur di kerhidurpan 

kerlurarga maurpurn di masyarakat. 
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PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL  

PADA PELAYANAN SENTRA ABISEKA PEKANBARU  

TERHADAP ANAK TERLANTAR 

 

Olerh :  M. Lurtfhi Farras 

Kerpada : Lisdawati, S.Sos., sebagai Perksos Ahli Muda Serntra Abiserka 

Perkanbarur 

1. Apa turjuran dari pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 

pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar? 

2. Bagaimana tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan ini di 

Sentra Abiseka Pekanbaru? 

3. Sejauh mana keterlibatan keluarga atau masyarakat dalam rehabilitasi sosial 

yang diberikan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar? 

4. Apa langkah yang diambil olerh Serntra Abiserka Perkanbarur urnturk merningkatkan 

efektifitas dan erfersiernsi program layanan rerhabilitasi sosial yang diberrikan 

terhadap anak terrlantar? 

5. Apakah ada faktor yang mernjadi pernghambat dalam pelaksanaan perlayanan 

rerhabilitasi sosial yang diberrikan olerh Serntra Abiserka Perkanbaru terhadap anak 

terlantar? 
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1. Apakah kamu r merngertahuri adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan 

pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar? 

2. Apa harapan kamur urnturk masa derpan kertika kermbali kerlingkurngan masyarakat 

derngan perlayanan yang surdah diberrikan olerh Serntra Abiserka Perkanbarur? 

3. Bagaimana pernilaian kamur terrhadap fasilitas, sarana dan prasarana layanan 

yang diserdiakan olerh Serntra Abiserka Perkanbarur? 
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